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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yakni 

penerapan good governance yang dilakukan oleh pemerintah daerah di 

Indonesia, terutama pemerintah daerah di Jawa dan Bali masih belum 

maksimal, hal ini dikarenakan: 

1. Ada beberapa pemerintah daerah yang belum melaksanakan peraturan 

tentang keterbukaan informasi publik dengan baik, yakni menyediakan 

informasi keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban pada situs resmi pemerintah daerah yang dimiliki. 

Hal ini dapat dilihat dari pengkategorian yang dilakukan berdasarkan 

Open Budget Index (OBI). Didapatkan hasil keterbukaan informasi 

publik yang dilakukan pemerintah daerah Jawa dan Bali masih pada 

tingkat keterbukaan anggaran dengan tingkat tidak cukup dan pada 

kategori terbatas sebanyak 12 pemerintah daerah dengan skor 41-60. 

Kategori minimal sebanyak 39 pemerintah daerah dengan skor 21-40. 

Kategori sedikit sebanyak 77 pemerintah daerah dengan skor 0-20.  

2. Masih banyaknya situs pemerintah yang sulit diakses oleh masyarakat 

3. Laporan keuangan yang tidak update 

4. Untuk mendapatkan laporan keuangan harus melakukan log in dengan 

mengisi data pribadi. Menurut undang-undang No 14 Tahun 2008, setiap 
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informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 

informasi publik. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat hasil yakni 

pemerintah Jombang merupakan pemerintah daerah yang memiliki tingkat 

transparansi tertinggi pada pemerintah Jawa dan Bali dibandingkan 

pemerintah daerah di Jawa Bali lainnya, dan pemerintah Bondowoso 

merupakan pemerintah yang memiliki tingkat transparansi terendah.  Hal itu 

dapat dilihat dari besarnya indeks yang telah dihitung, laporan keuangan 

yang disediakan pada situs resminya, dan isi laporan keuangan tersebut telah 

sesuai.  

 Dari 128 situs pemerintah daerah yang diteliti diambil 5 pemerintah 

kabupaten yang memiliki tingkat transparansi tertinggi dan terendah. 

Pemerintah kabupaten yang memiliki tingkat transparansi tertinggi  yaitu 

pemerintah kabupaten Jombang, pemerintah kabupaten Kuningan, 

pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Trenggalek, 

pemerintah kabupaten Kebumen, dan pemerintah kabupaten yang memiliki 

tingkat transparansi terendah yaitu pemerintah kabupaten Subang, 

pemerintah kabupaten Bandung Barat, pemerintah kabupaten  Bekasi, 

pemerintah kabupaten Klukung, pemerintah kabupaten Buleleng, dan 

pemerintah kabupaten Bondowoso.  

Lima pemerintah kabupaten dengan tingkat transparansi tertinggi dan 

terendah kemudian dilakukan identifikasi karakteristik sehingga didapat 

hasil yakni pemerintah Jombang yang memiliki tingkat transparansi 



 

 

113 
 

 

 

tertinggi memiliki karakteristik yang unggul pada kekayaan pemerintah 

daerah dan IPM. Sebaliknya pemerintah Bondowoso yang memiliki tingkat 

transparansi terendah memiliki kekayaan pemerintah daerah dan IPM yang 

tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekayaan pemerintah 

daerah dan IPM yang besar mendorong pemerintah daerah untuk lebih 

meningkatkan keterbukaan informasi anggaran terhadap laporan keuangan 

dan kinerja pemerintahannya pada situs resmi pemerintah daerah. 

5.2  Keterbatasan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

keterbatasan, keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada beberapa pemerintah daerah yang tidak menyediakan menu khusus 

pada situs resminya tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah, 

sehingga mempersulit dalam pencarian keterbukaan informasi publik. 

2. Beberapa pemerintah daerah website resminya tidak dapat diakses.  

3. Beberapa pemerintah daerah isi laporan tidak sesuai dengan judul yang 

ditampilkan. 

5.3  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam 

penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yakni: 

1. Pemerintah daerah lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan menu khusus 

tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah  
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2. Untuk pemerintah daerah yang websitenya tidak dapat diakses sebaiknya 

memperbaiki, sehingga masyarakat dapat melihat transparansi 

pengelolaan anggaran daerah pemerintah dan pemerintah juga dapat 

mempertanggungjawabkan kinerja dan laporan keuangannya pada 

masyarakat. 

3. Untuk pemerintah daerah yang judul dan isi laporan tidak sesuai, 

memperbaikinya agar isi yang diberikan sesuai dengan judul yang 

ditampilkan. 

5.4  Implikasi Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian, peneliti 

memberikan beberapa saran, yakni: 

1. Untuk pemerintah daerah lebih meningkatkan transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah pada website yang telah ada dan lebih 

mempermudah pengaksesan transparansi tersebut. 

2. Untuk pemerintah pusat melakukan penghargaan kepada pemerintah 

daerah yang telah memberikan informasi keuangan secara lengkap di 

websitenya pada publik, sehingga pemerintah daerah termotivasi untuk 

lebih meningkatkan transparansinya.   
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LAMPIRAN 

 

KABUPATEN JOMBANG 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 1 1 0 1 0 0.33 0.77 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

5. Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

6. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

1 1 1 1 1 1 0.99 

7. Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

8. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
1 1 0 1 1 0.67 0.88 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 1 1 1 1 1 1 0.99 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

15. Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

16. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

17. Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 1 1 1 0 0 0.33 0.77 

22. Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
1 1 0 1 0 0.33 0.77 

23. Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
1 1 1 0 0 0.33 0.77 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN JOMBANG 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia 
Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

24. Informasi Neraca 1 1 1 0 0 0.33 0.77 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 1 1 1 1 0 0.67 0.88 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
1 1 1 0 0 0.33 0.77 

28. Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

1 1 1 0 0 0.33 0.77 

29 Informasi opini BPK RI 1 1 1 1 0 0.67 0.88 

TOTAL 19 19    13.32 16.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN KUNINGAN 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
1 1 1 1 0 0.67 0.88 

5. Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
1 1 1 1 0 0.67 0.88 

6. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

1 1 1 1 0 0.67 0.88 

7. Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

8. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
1 1 0 0 1 0.33 0.77 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 1 1 1 0 0 0.33 0.77 

10. Informasi DPA SKPD 1 1 1 0 0 0.33 0.77 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 1 1 1 0 0 0.33 0.77 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
1 1 1 1 0 0.67 0.88 

15. Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
1 1 1 1 0 0.67 0.88 

16. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
1 1 0 0 1 0.33 0.77 

17. Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 1 1 1 0 1 0.67 0.88 

22. Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
1 1 1 0 0 0.33 0.77 

23. Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
1 1 1 0 1 0.67 0.88 

24. Informasi Neraca 1 1 1 0 1 0.67 0.88 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 1 1 1 0 1 0.67 0.88 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN KUNINGAN 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
1 1 1 0 1 0.67 0.88 

27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 1 1 1 0 1 0.67 0.88 

TOTAL 18 18    10.35 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BOJONEGORO 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

5. Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

6. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

1 1 1 1 1 1 0.99 

7. Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

8. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 1 1 1 1 1 1 0.99 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

15. Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

16. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

17. Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 0 0 0 0 0 0 0 

22. Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
1 1 1 1 0 0.67 0.88 

23. Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
1 1 1 1 0 0.67 0.88 

24. Informasi Neraca 0 0 0 0 0 0 0 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BOJONEGORO 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

1 1 1 1 0 0.67 0.88 

29 Informasi opini BPK RI 1 1 1 1 0 0.67 0.88 

TOTAL 14 14    12.68 13.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN TRENGGALEK 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia 
Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

5. Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

6. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

1 1 0 1 1 0.67 0.88 

7. Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

8. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

10. Informasi DPA SKPD 1 1 1 1 1 1 0.99 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
1 1 0 1 1 0.67 0.88 

15. Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

16. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

17. Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 1 1 0 0 1 0.33 0.77 

19. Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 1 1 1 1 1 1 0.99 

22. Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

23. Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

24. Informasi Neraca 1 1 1 1 1 1 0.99 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1 1 0.99 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN TRENGGALEK 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 1 1 1 1 1 1 0.99 

TOTAL 14 14    12.67 13.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN KEBUMEN 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 1 1 0 1 1 0.67 0.88 

3. Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

5. Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

6. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

1 1 0 1 1 0.67 0.88 

7. Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 1 1 1 1 1 0.99 

8. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
1 1 0 1 1 0.67 0.88 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 1 1 1 1 1 1 0.99 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

15. Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
1 1 0 1 0 0.33 0.77 

16. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
1 1 0 1 0 0.33 0.77 

17. Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 1 1 1 0 1 0.67 0.88 

22. Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
1 1 1 0 1 0.67 0.88 

23. Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
1 1 1 0 1 0.67 0.88 

24. Informasi Neraca 1 1 1 0 1 0.67 0.88 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 1 1 1 0 1 0.67 0.88 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN KEBUMEN 

No Instrumen Kriteria Jumlah 

Tersedia Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

1 1 1 0 0 0.33 0.77 

29 Informasi opini BPK RI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 15    10.35 13.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 0 0 0 1 0.33 0.44 

8. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. 
Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. 
Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. 
Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
1 0 0 0 1 0.33 0.44 

23. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

24. Informasi Neraca 0 0 0 0 0 0 0 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. 
Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. 

Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 0    0.66 0.88 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BEKASI 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 1 0 1 0 0.33 0.77 

8. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. 
Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. 
Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. 
Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

23. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

24. Informasi Neraca 0 0 0 0 0 0 0 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BEKASI 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. 
Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. 

Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1    0.33 0.77 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN KLUKUNG 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. 
Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. 
Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. 
Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

23. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

24. Informasi Neraca 0 0 0 0 0 0 0 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN KLUKUNG 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. 
Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
1 1 0 0 0 0 0.66 

28. 

Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1    0 0.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BULELENG 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 1 0 0 0 0 0 0.33 

12. Informasi realisasi belanja daerah 1 0 0 0 0 0 0.33 

13. 
Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. 
Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. 
Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

23. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

24. Informasi Neraca 0 0 0 0 0 0 0 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BULELENG 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. 
Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. 

Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 0    0 0.66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BONDOWOSO 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD 1 0 0 0 0 0 0.33 

2. Informasi kebijakan umum anggaran 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Informasi ringkasan dokumen 

prioritas dan plafon  anggaran 
0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Informasi ringkasan dokumen RKA-

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Informasi ringkasan dokumen 

rancangan peraturan daerah tentang 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Informasi peraturan daerah tentang 

APBD 
1 0 0 0 0 0 0.33 

8. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

9. Informasi ringkasan DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

10. Informasi DPA SKPD 0 0 0 0 0 0 0 

11. Informasi realisasi pendapatan daerah 0 0 0 0 0 0 0 

12. Informasi realisasi belanja daerah 0 0 0 0 0 0 0 

13. 
Informasi realisasi pembiayaan 

daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

14. 
Informasi ringkasan dokumen 

rancangan perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Informasi peraturan daerah tentang 

perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Informasi ringkasan RKA perubahan 

APBD 
0 0 0 0 0 0 0 

18. Informasi rencana umum pengadaan 0 0 0 0 0 0 0 

19. 
Informasi SK kepala daerah tentang 

pejabat pengelola keuangan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Informasi peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi 
0 0 0 0 0 0 0 

21. Informasi laporan arus kas 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

seluruh SKPD 
0 0 0 0 0 0 0 

23. 
Informasi laporan realisasi anggaran 

PPKD 
0 0 0 0 0 0 0 

24. Informasi Neraca 0 0 0 0 0 0 0 

25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 
 

 

 

KABUPATEN BONDOWOSO 

No Instrumen 

Kriteria 

Jumlah 
Tersedia 

Dapat 

Diakses 

Frekuensi Pengungkapan 

2014 2015 2016 Hasil 

26. 
Informasi laporan keuangan 

BUMD/perusahaan daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

27. 
Informasi Laporan Akuntabilitas dan 

kinerja tahunan pemerintah daerah 
0 0 0 0 0 0 0 

28. 

Informasi Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Informasi opini BPK RI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 0    0 0.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 




